Menimbang

Mengingat

BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPAT] KLUNGKUNG
NOMOR 320/01.9/HK/2019

TENTANG

PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

d.

KABUPATEN KLUNGKUNG
BUPATI KLUNGKUNG,

bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu
area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk

mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat
fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses; }

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya penataan
ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
¥

perlu menetapkan Peta Proses Bisnis di Lin
Pemerintah Kabupaten Klungkung; Sitpet

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dajam_ huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Klungkung;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [ Dalam Wilayah
Daerah - daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa  Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomer 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655 };

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

ahun 2009 tentang Pelaya
blik Indonesia Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 25 T
Publik (Lembaran Negara Repu

Nomor 112};
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Rﬁ:;tﬂ
Pemerintahan ~ Daerah (Lembaran Nm R o
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tm;}; g baran
Negara Republik Indanea:k;i N::mor 5587) mhnaﬂau ot
telah diubah beberapa & nﬂans_ .
Jndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pr:rul QWQM trua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun tang



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman  Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

& Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

411);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Klungkung Nomor 3};

0. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Klungkung Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Klungkung sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu,
merupakan acuan bagi  perangkat daerah  untuk
menggambarkan hubungan kerja vang efektif dan efisien antar
unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan
tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang
bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Segala biaya vang timbul sebagai ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Atw
Belanja Daerah Kabupaten Klungkung. e




KEEMPAT

. Wakil Bupati Klungkun

A I

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 29 Juli 2019

Kep

~Lm
A A

Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung

: Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten

Klungkung
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten

Klungkung
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Klungkung




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 320/01.9/HK/2019 TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
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PETA PROSES BISNIS MANAJERIAL
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG



PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 1

KLK. 01

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KLK. 01.1

Perencanaan

KLK. 01.2

Penelitian dan Pengembangan

KLK. 01.3

Pengendalian dan Evaluasi




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 01.1

PERENCANAAN

KLK.01.1.1

Penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah

KLK. 01.1.2

Penyediaan data/informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 01.2

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KLK. 01.2.1

Penelitian dan Pengkajian dalam rangka
penyusunan dokumen perencanaan daerah

KLK. 01.1.2

Pengembangan inovasi masyarakat




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 01.3

MONITORING DAN EVALUASI

KLK. 01.3.1

Pengendalian pelaksanaan rencana
pembangunan daerah

KLK. 01.3.2
Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rencana
kerja pembangunan daerah




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 1

KLK. 02

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

KLK. 02.1

Pengelolaan Keuangan

KLK. 02.2

Pengelolaan Pendapatan

KLK. 02.3

Pengelolaan Aset




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 02.1

Pengelolaan Akutansi dan Pelaporan
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PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 3

KLK. 0211

KLK.02.1.1.1 KLK. 02.1.1.2

Penyusunan APBD dan PAPBD Penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis nenvusunan anggaran

KLK.02.1.1.3
Pengendalian penyusunan anggaran

PENGELOLAAN PENGANGGARAN




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 3

KLK. 02.1.2

KLK. 02.1.2.2
KLK.02.1.2.1
Penatausahaan Administrasi Gaji dan
Verifikasi Perbendaharaan Dana Transfer Daerah

KLK. 02.1.2.3

Penatausahaan Administrasi Non Gaji

PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN




KLK. 02.1.3

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 3

PENGELOLAAN AKUTANSI DAN PELAPORAN

KLK. 02.1.3.1

Melaksanakan pembukuan dan pencatatan akuntansi transaksi
dan/atau kejadian keuangan daerah yang berkenaan dengan
pendapatan dan penerimaan lainnya

KLK. 02.1.3.2

Melaksanakan pembukuan dan pencatatan akuntansi transaksi
dan/atau kejadian keuangan daerah yang berkenaan dengan
belanja dan pengeluaran lainnya

KLK. 02.1.3.3

Penyusunan laporan dan informasi keuangan daerah terkait
realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2
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PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 02.3

KLK. 02.2.1 KLK. 02.02.2
L
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PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 1

KLK. 03

PENGELOLAAN SDM APARATUR

KLK. 03.1

Manajemen SDM Aparatur

KLK. 03.2

Pengisian Jabatan sesuai kompetensi




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 03.1

MANAJEMEN SDM APARATUR

KLK. 03.1.1

Penataan sistem administrasi
kepegawaian PNS

KLK. 03.01.2

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
dan Pembinaan Pegawai




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 03.2

" KLK. 03.2.1 KLK. 03.2.2
Penyediaan database kepegawaian Pelaksanaan Seleksi penerimaan Calon
PNS
KLK. 03.2.3

Penyusunan rencana pengembangan
karir ASN

PENGISIAN JABATAN SESUAI KOMPETENSI




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 1

KLK. 04

PENGELOLAAN MANAJEMEN PENGAWASAN

KLK. 04.1

Perencanaan Pengawasan

KLK. 04.2

Pelaksanaan Pengawasan Intern

KLK. 04.3

Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 041

PERENCANAAN PENGAWASAN

KLK. 04.1.1

Penjadwalan

KLK. 04.1.2

Penentuan Sasaran

KLK. 04..1.3

Pembentukan TIM




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 042
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PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 043
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PETA PROSES BISNIS UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG



PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 1

=
o
=

|
(&5

PELESTARIAN DAN PENGENBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH

KLK. 05.1

Pelestarian Budaya Tak Benda dan Cagar
Budaya

KLK. 05.2
Penetapan Cagar Budaya




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK 05,

PELESTARIAN BUDAYA TAK BENDA DA CAGAR BUDAYA

KLK. 05.1.1

Penggalian Budaya

KLK. 05.1.2

Pembinaan Kesenian dan Budaya

KLK. 05.1.3

Sosialisasi




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 05.2

PENETAPAN CAGAR BUDAYA

KLK. 05.2.1

Pendataan Cagar Budaya

KLK. 05.2.2

Registrasi Cagar Budaya




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 1
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PEBANGUNANMANUSA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

KLK. 06.1

Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

KLK. 06.2

Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat

KLK. 06.3

Peningkatan Daya Saing Masyarakat




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 061

PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT

KLK. 06.1.1

Peningkatan kualitas kesehatan ibu, anak, dan

lansia

KLK. 06.1.2

Pengendalian penyakit menular dan tidak
menular

KLK. 06.1.3

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 06.2

PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT

Peningkatan Akses Pendidikan Dasar

KLK. 06.2.1 KLK. 06.2.2

Peningkatkan minat dan budaya baca Peningkatan Akses PAUD dan Pendidikan Non
masyarakat Formal
KLK. 06.2.3 KLK. 06.2.4

Peningkatan Mutu Sekolah dan Lulusan Sekolah




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2
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PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 1
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PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DARI 6,29% MENJADI 3%

KLK. 07.1

Peningkatan Kemandirian PMKS

KLK. 07.2

Peningkatan Kesetaraan Gender

KLK. 07.3

Pemenuhan Hak Anak

KLK. 07.4

Pembentukan Masyarakat Desa yang Mandiri

KLK. 07.5

Pertumbuhan Penduduk yang Berkualitas dan

Seimbang




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK, 071

PENINGKATAN KEMANDIRIAN PMK$

KLK. 07.1.1

Peningkatan Kemandirian Disabilitas

KLK. 07.1.2

Peningkatan Kemandirian Keluarga Rawan




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 072

MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER

KLK. 07.2.1

Penurunan KDRT Terhadap Perempuan

KLK. 07.2.2

Peningkatan Peran Perempuan di Bidang
Ekonomi




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 073

PEMENUHAN HAK ANAK

KLK. 07.3.1

Pembentukan Kecamatan, Desa dan Kelurahan
Layak Anak

KLK. 07.3.2

Peningkatan perlindungan anak terpadu
berbasis masyarakat aktif




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 074

MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA YANG MANDIRI

KLK. 07.4.1

Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan
desa

KLK. 07.4.2

Peningkatan efektifitas penyelenggaraan
pemerintahan desa




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 075

NEAGU0RAN PERTUMBURAN PENDUPK AN BERKUALITASDAN SEBAN

KLK. 07.5.1

Penurunan Pasangan Usia Subur yang tidak Ber
KB

KLK. 07.5.2

Peningkatan pendewasaan usia perkawinan
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PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 1

MENPERTAMANKAN PERTUMBUAN ERONOWI SEBESAR ot SETIAP TAHUN

KLK. 08.1

Peningkatan Investasi Daerah

KLK. 08.2

Peningkatan Peran Usaha Ekonomi Rakyat

KLK. 08.3

Mempertahankan kontribusi lapangan usaha
pertanian terhadap perekonomian daerah

KLK. 08.4

Peningkatan Keragaman Pola Konsumsi Pangan




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 06,1

KLK. 08.1.1 KLK. 08.1.2
Peningkatan perencanaan,pemahaman untuk Peningkatan minat investasi dari PMA maupun
peningkatan dan pengembangan iklim PMDN

penanaman modal

KLK. 08.1.3

Peningkatan efektifitas pemantauan,
pembinaan dan fasilitasi penyelesaian
permasalahan Penanaman Modal

PENINGKATAN INVESTASI DAERAH




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 08.2

PENINGKATAN PERAN USAHA EKONOMI RAKYAT

KLK. 08.2.1

Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi
serta penerapan praktek berkoperasi yang baik

KLK. 08.2.2
Peningkatan pemberdayaan usaha koperasi

KLK. 08.2.3
Peningkatan kualitas UMKM

KLK. 08.2.4

Memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok dan
baraneg nenting

KLK. 08.2.5
Mengembangkan Produk Industri Unggulan Daerah

KLK. 08.2.6

Peningkatan Jumlah Destinasi Wisata Baru

KLK. 08.2.7
Peningkatan Kunjungan Wisatawan Dari Daerah
Promosi




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 08.3

JPETANA TR APAGAN S PN TER AN EEKNOA et

KLK. 08.3.1

Peningkatan luas tanam yang menerapkan
teknologi pertanian

KLK. 08.3.2

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

KLK. 08.3.3

Peningkatan produksi hasil perikanan

KLK. 08.3.4

Peningkatan produksi perikanan tangkap dan
budidaya




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 1
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KLK. 09.1

Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan

Transparasi Pemerintah Daerah

KLK. 09.2

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
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PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK, 09.1

NEHUDRAN AKUNTABILITAS ORERJA AN TRARSPARARS PEERINTAH DAERAR

KLK. 09.1.1
Peningkatan Kualitas Pengawasan

KLK. 09.1.2
Peningkatan kualitas
perencanaan pembangunan

KLK. 09.1.3
Peningkatan kualitas administrasi
pengelolaan keuangan daerah sesuai

Peningkatan Keterbukaan
Informasi Publik

Penyediaan Kebutuhan Data
Pembangunan Daerah

KLK. 09.1.10

Peningkatan Penerapan Tata Kelola Kearsipan di
Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Organisasi Sosial
dan Masyarakat

daerah ketentuan

KLK. 09.1.4 KLK. 09.1.5 KLK. 09.1.6
Peningkatan Profesionalisme SDM Peningkatan Disiplin PNS Penyediaan laporan kelitbangan yang

berkualitas

KLK. 09.1.7 KLK. 09.1.8 KLK. 09.1.9

Penyelenggaraan layanan kebutuhan
pengamanan persandian

KLK. 09.1.11

Fasilitasi Data Tanah Ulayat Desa Adat




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 09.2

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

KLK. 09.2.1

Peningkatan Realisasi Investasi dan
Profesionalisme Pelayanan Perizinan

KLK. 09.2.2

Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil dengan
memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan
profesional

Peningkatan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan di kecamatan

KLK. 09.2.3

KLK. 10

KLK. 10.1

Peninockatan Kecadaran Rerdemaokraci

KLK. 10.2

Paniiriinan Potenci Konflik




ENUDRAN RETENTERAMAN, KETERTIBAN UNUM AN STABILITAS POLITI YANG HANTAP

KLK. 10.3

Penurunan Tingkat Resiko Bencana

KLK. 10.4

Peningkatan Ketaatan Masyarakat Terhadap
Peraturan Perundang-undangan

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 10.1




PENINGKATAN KESADARAN BERDEMOKRASI

KLK.10.1.1

Peningkatan Peran Generasi Muda Dalam

Wawasan Kebangsaan

KLK. 10.1.2

Peningkatan Penanganan Konflik Sosial

KLK. 10.1.3

Peningkatan Partisipasi Wanita Dalam
Menggunakan Hak Pilih




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 10.2

PENURUNAN POTENSI KONFLIK

KLK. 10.2.1

Penanganan Konflik Sosial Yang Terjadi

KLK. 10.2.2

Pencegahan Terjadinya Konflik Sosial




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 103

KLK. 10.3.1 KLK. 10.3.2
Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana Peningkatan Respon Time Penanganan
Kedaruratan
KLK. 10.3.3

Peningkatan Pelayanan Pemulihan Korban
Terdampak Bencana

PENURUNAN TINGKAT RISIKO BENCANA




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 2

KLK. 104

EANGRATARKETARTA AYARARAT ERBADP FERAURAN EERDNNGUNCHNGAN

KLK. 10.4.1

Penegakan Peraturan Daerah

KLK. 10.4.2

Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman,
Ketertiban dan Keindahan

KLK. 10.4.3

Peningkatan Peran Linmas Di Desa

KLK. 10.4.4

Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
dan kelurahan




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 1

KLK. 11

KLK. 11.1 KLK. 11.2
Penyediaan Prasarana Transportasi Peningkatan pembangunan dan fungsi
Perhubungan Sesuai Standar infrastruktur
KLK. 11.3

Peningkatan perumahan dan lingkungan
permukiman yang layak huni

MENGURANGI RETIMPANGAN INFRASRUKTUR ANTAR WILAYAH




PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 1

KLK. 12

PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

KLK.12.1

Peningkatan Ketaatan Pengelolaan Lingkungan
Hidup

KLK. 12.2

Pelestarian Taman Hutan Raya (TAHURA)
Kabupaten

KLK. 12.3

Peningkatan Kebersihan dan Keindahan di
Kawasan Perkotaan

KLK. 12.4

Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana
dalam rangka Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup




PETA PROSES BISNIS PENDUKUNG
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG



KLK. 13

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 1

PELAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

KLK. 13.1

Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

KLK. 13.2

Peningkatan Layanan Media Informasi

KLK. 13.3

Penyelenggaraan layanan kebutuhan
pengamanan persandian

KLK. 13.4

Penyediaan Kebutuhan Data Pembangunan
Daerah







PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LEVEL 1

KLK. 14

LAYANAN HUKUM

KLK. 14.1

Penyediaan layanan pPenyusunan peraturan
perundang-undangan

KLK. 14.2

Pelaksanaan Layanan Bantuan Hukum

KLK. 14.3

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat




